
GUBERNUR GORONTALO

PERATU RAT{ GUBERI.IUR GOROI"iTALO

NOMOR iO TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMTUMN GUBERNUR GORONT/\LO NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAT\I DAN BEI-ANJA DAERAH

Menimbang : a.

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2011

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa sehubungan dengan perrkembangan keadaan yang

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan

antar jenis belanja, sefta untuk melal<sanakan program dan kegiatan

yang didanai dari Dana Penyesuaian InfrastruKur Daerah (DPID) yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : ZS|PMK.A7| 2011 dan Persetujuan Pemberian Pinjaman

sekaligus Penggunaan Dana S|LPA Nomor : 900/DPRDl272l20tl,

maka perlu dilakukan perubahan Pernjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagai

landasan operasional pelaksanaan APEID Tahun 20lL;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

Anggaran 20Lt;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

b,

:  1 .Mengingat
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2.

3 .

4.

5 .

6.

7.

B.

9 .

10,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20Ct0 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 30 Talhun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (,Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembarran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonelsia Tahun 2004 Nomor LZs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 terntang Perubahan Kedua atas
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor a}afl;

11. undang-Undang Nomor 33 Tahurr z0a4 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusilt dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indon,esia Tahun 2004 Nomor t26
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);

12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor rz3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a3);

13. undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara iRepublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4A24;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0o4
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor zr rarhun zooT tentang perubahan

Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan
Penntakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20a7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tafrun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g, Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Nomor 4502);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 ]lahun 2005 tentang standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik llndonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57il;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 I ahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 lrhun 2005 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor t40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman

Penyusunan dan penerapan standar pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 79 rahun 2005 tentang pedoman

Pembinaan dan pengawasan Atas pernyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi penrerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
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26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 l-ahun 2407 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Peftanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi l-aporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2!.007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemr:rintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kallupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 T'ahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang; sefta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia lNomor 5107);
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 20116 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tenhng Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran Z}LL
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo'[ahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBE:RNUR GORONTALO NOMOR 1

TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGG,AMN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAEMH PRoVINSI GoRoNThLo TAHUN ANGGAMN 2011

29.

30.

Menetapkan
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Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2071 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah 'Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Nomor 01) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjacli sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai

berikut:

2 .

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Betanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp. 122.766.740.520,00

Rp. 513.873.300.000,00

Rp. 9.900.000.000.00

Jumlah Pendapatan Rp. 646.540.040.520,00

Rp. 203.973.905.336,00

Rp. 0,00

Rp. 3.200.000.000,00

Rp. 41.850.000.000,00

Rp. 6.000.000.000,00

Rp, 44,170.911.328,00

Rp. 7.500.000.000,00

Bp. 4.150.000.000,00

Rp. 310.844.816.664,00

Rp. 30.439.242.880,00

Rtr. 216.389.47 L.944,00

Nt. 123.277 .955.442,00

Rp. 370.106.670.266,00

Rp. 680.951.486.930,00lumlah Belanja
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3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 65.L32.773.790,00

Rp. 30,721.327.380,00

lumlah Pembiayaan Ne[o Rp. (34,411.446.410,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp.

Pasat II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2011.

0,00

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint,ahkan pr:nr;undangan peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah lProvinsi
Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOIVIOI{ 1B
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
8 Maret 2011

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
8 Maret 2011


